
tentang
Republik

Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lernbaran
Negara Republik indonesia Tahun 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Repub1ik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2018 ten tang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

BUPATI SUMBAWA,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

I

Mengingat

Menimbang:

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

TENTANG

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 92 TAHUN 2018

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA SARAT
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor7,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
bcberapa kali diubah tcrakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran
Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kcgiatan Instansi VertikaJ di Daerah (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kcdudukan Keuangan KcpaJa Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Pcraturan PcmcrintahNomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan PemerintabNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
scbagaimana tc1ah diubah dengan Pcraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pclayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pclaporan Kcuangan dan kinerja Instansi Pcmcrintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tcntang
Laporan Pcnyclenggaraan Pemerintahan Daerah Kcpada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
KcpaIa Dacrah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Pcraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pcmcrintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan alas
Peraturan Pcmcrintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomorl19, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pcmerintah Nomor 30 Tahun 2011 tcntang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Pcraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2012 tcntang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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31. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 ten tang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Nomor 22).

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5887);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barangj'.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

27. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana tclah bcbcrapa kali diubah tcrakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdoman Pengclolaan
Keuangan Daerah(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun
2006 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tcntang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
ten tang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja
Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kcdua atas Pcraturan
Mentcri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

30. Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701;
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Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tcrcantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal2

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 91.951.162.989,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan Rp. 0,00

Rp. 96.951.162.989,00
Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 34.085.711.000,00
Rp. 368.340.380.204,46
Rp. 474.375.336.802,00
Rp. 865.630.313.413,46
Rp.l.870.329.505.883,00
Rp. (91.951.162.989,00)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pcngeluaran

b. Belanja langsung
1) Belanja pegawai
2) Bclanja barang dan jasa
3) Belanja modal

Jumlah belanja langsung
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

5) Belanja bantuan keuangan Rp. 246.318.330.606,40
6) Belanja tidak terduga Rp. 3.500.000.000,00
Jumlah belanja tidak langsung Rp.l.004.699.192.469,54

Rp. 710.412.868.251,80
Rp. 27.263.366.000,00
Rp. 12.067.637.255,74
Rp. 5.136.990.355,60

2. Belanja
a. Belanja tidak langsung

1) Belanja pegawai
2) Belanja hibah
3) Belanja bantuan sosial
4) Belanja bagi hasil

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 terdiri at as :

1. Pendapatan
a. pcndapatan asli dacrah Rp. 148.384.813.135,00
b. dana perimbangan Rp.l.340.598.969.000,00
c. lain-lain pendapatan yang sahRp. 289.394.560.759,00
Jumlah Pendapatan Rp.1. 778.378.342.894,00

PERATURANBUPATI TENTANG PENJABARANANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAlIUNANGGARAN
2019.

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan
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